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BAB V 

PENUTUP 

Pada bab ini akan dimuat beberapa poin yang terdiri dari, Kesimpulan, 

rekomendasi, implikasi dan keterbatasan studi 

5.1 Kesimpulan 

1. Latar belakang lahirnya aturan sanksi adat pada perkawinan pelaku zina di 

Kecamatan Jujuhan Muara Bungo berakar pada kebutuhan masyarakat untuk 

menjaga ketertiban moral dan keharmonisan sosial. Maraknya kasus perzinaan 

yang berujung pada kehamilan di luar nikah, kawin lari serta pelanggaran 

norma kesusilaan dipandang sebagai ancaman terhadap nilai adat dan agama 

yang dianut masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi adat tidak semata-mata 

diposisikan sebagai hukuman, melainkan sebagai instrumen kontrol sosial yang 

berfungsi mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Keberadaan sanksi adat 

menunjukkan peran aktif masyarakat adat dalam merespons problem sosial 

secara mandiri, dengan berlandaskan prinsip “adat bersendi syarak, syarak 

bersendi Kitabullah” sebagai pedoman normatif. 

2. Pelaksanaan sanksi adat pada perkawinan pelaku zina di Jujuhan Muara Bungo 

dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dan kolektif. Proses tersebut 

diawali dengan sidang ninik mamak sebagai forum musyawarah adat untuk 

menetapkan bentuk dan jenis sanksi. Selanjutnya dijalankan tobat degho 

berupa cambukan lidi sebagai simbol pertanggungjawaban moral, disertai 

pembayaran denda adat dan pemenuhan hutang adat oleh masing-masing 

pihak. Setelah seluruh sanksi adat dilaksanakan, pasangan diwajibkan 

melangsungkan pernikahan secara agama agar hubungan mereka memperoleh 

legitimasi syar’i dan sosial. Pola pelaksanaan ini menunjukkan bahwa sanksi 

adat tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan tujuan pemulihan 

martabat keluarga, penataan kembali hubungan sosial serta pengembalian 

keseimbangan moral dalam masyarakat. 

3. Ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, sanksi adat pada perkawinan 

pelaku zina di Kecamatan Jujuhan Muara Bungo pada prinsipnya memiliki 

kesesuaian dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Praktik tobat degho dapat 
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dipahami sebagai bentuk hukuman simbolik yang meneladani prinsip yang 

terkandung dalam Surah Sad ayat 44 tentang kisah Nabi Ayyub, yakni 

pelaksanaan hukuman yang proporsional, tidak berlebihan dan berorientasi 

pada perbaikan moral. Selain itu, tujuan utama sanksi adat ini selaras dengan 

prinsip sadd al-dzari‘ah, yaitu menutup jalan menuju terulangnya perbuatan 

zina di masa mendatang. Maka dari itu, sanksi adat yang diterapkan tidak 

bertentangan dengan hukum keluarga Islam, melainkan dapat diposisikan 

sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai syari’ah dalam bingkai kearifan lokal 

yang hidup dan diterima oleh masyarakat. 

5.2 Implikasi 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini berimplikasi pada penguatan teori fleksibilitas hukum 

Islam, khususnya dalam ranah Hukum Keluarga Islam, dengan menegaskan 

bahwa penerapan hukum tidak selalu harus berbentuk hudud, tetapi dapat 

diwujudkan melalui mekanisme ta‘zir dan prinsip sadd al-dzari‘ah yang 

kontekstual. Temuan ini memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam 

dengan menunjukkan bahwa hukum adat yang hidup di masyarakat dapat 

berfungsi sebagai bentuk ijtihad sosial-religius selama berorientasi pada 

kemaslahatan dan tujuan maqasid al-syari‘ah. 

2. Secara normatif yuridis 

Secara normatif yuridis, penelitian ini menegaskan bahwa sanksi adat 

tobat degho tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam 

karena tidak dikategorikan sebagai hudud, melainkan sebagai ta‘zir adat yang 

pelaksanaannya berada di luar kewenangan negara. Penegasan ini penting untuk 

mencegah kesalahpahaman normatif bahwa praktik adat tersebut merupakan 

penerapan hudud secara fikih. Selain itu, penelitian ini memberikan landasan 

yuridis-akademik bahwa hukum adat dapat diakui dan dijalankan sepanjang tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai syariat, hak asasi manusia dan ketertiban hukum 

nasional, sehingga dapat berfungsi sebagai pelengkap dalam sistem hukum 

keluarga di Indonesia. 
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3. Secara praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan pedoman bagi masyarakat 

adat, ninik mamak, dan pegawai syara’ dalam mempertahankan dan 

melaksanakan sanksi adat tobat degho secara proporsional, manusiawi dan 

berorientasi pada pembinaan moral serta pemulihan sosial. Bagi aparat desa dan 

tokoh agama, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan kasus 

pelanggaran moral melalui pendekatan persuasif dan preventif tanpa 

menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Selain itu, bagi akademisi dan 

pembuat kebijakan, temuan ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam 

merumuskan model penyelesaian perkara keluarga berbasis kearifan lokal yang 

selaras dengan prinsip Hukum Keluarga Islam dan kebutuhan masyarakat 

kontempor. 

5.3   Rekomendasi 

4. Adat dan Tokoh Agama 

Ninik mamak dan pegawai syara’ perlu terus menguatkan pelaksanaan 

tobat degho sebagai sarana pembinaan moral dan pemulihan sosial, dengan 

menekankan simbolisme hukuman yang edukatif, preventif, dan manusiawi. 

Pendampingan religius dan adat yang konsisten akan menjaga legitimasi sosial 

sekaligus menanamkan kesadaran moral bagi pelaku dan masyarakat. 

5. Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah diharapkan mengakui nilai tobat degho sebagai 

kearifan lokal yang selaras dengan prinsip hukum Islam, serta memfasilitasi 

dokumentasi, sosialisasi, dan pengawasan agar praktik adat ini tetap relevan dan 

proporsional. Dukungan kebijakan dapat memperkuat integrasi antara hukum 

adat dan hukum formal, sekaligus melindungi hak serta kehormatan masyarakat. 

6. Kesadaran Masyarakat 

Masyarakat luas disarankan memahami bahwa tobat degho bukan sekadar 

hukuman fisik, melainkan mekanisme edukatif, rekonsiliasi, dan pengendalian 

sosial. Dengan pemahaman ini, praktik adat dapat berfungsi optimal dalam 

memulihkan kehormatan keluarga, menegakkan nilai moral, serta menjaga 

ketertiban dan keharmonisan sosial secara berkelanjutan. 
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5.4  Keterbatasan studi 

Keterbatasan studi ini terletak pada fokusnya yang hanya menelaah 

pelaksanaan sanksi adat tobat degho di Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Muara 

Bungo, sehingga temuan dan analisisnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili 

praktik serupa di wilayah lain dengan adat atau dinamika sosial yang berbeda. 

Selain itu, penelitian ini lebih menekankan aspek normatif dan sosial-religius dari 

sanksi adat, sehingga data empiris mengenai persepsi individu pelaku dan 

keluarga terhadap efektivitas tobat degho masih terbatas. Ketiadaan dokumentasi 

tertulis yang sistematis mengenai sejarah dan perkembangan tradisi ini juga 

menjadi kendala, sehingga studi ini bergantung pada wawancara dan sumber lisan 

yang dapat mengandung subjektivitas. Oleh karena itu, interpretasi terhadap 

kesimpulan sebaiknya dipahami dalam konteks lokal, dengan kesadaran bahwa 

variasi praktik, nilai dan respons masyarakat mungkin berbeda di lingkungan adat 

lain. 
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